BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui, agama mengandung ajaran
bagaimana manusia menjalani kehidupan yang tersusun sebagai
rangkaian fungsional antara duniawi dan ukhrawi, sehingga agama
Islam dapat meliputi seluruh aspek dimensi kehidupan. Penyatuan
kembali seluruh dimensi kehidupan tersebut merupakan aktualisasi
nilai ajaran agama dalam kehidupan riil.

Namun demikian seiring dengan berkembang dan
berubahnya kehidupan manusia sepanjang masa, aktualisasi
kehidupan tersebut memerlukan wawasan keagamaan yang
menempatkan seluruh gerak kehidupan dalam seluruh dimensinya
sebagai operasi religiusitas dalam kehidupan riil.

Islam sebagai suatu sistem keyakinan dan ketentuan Illahi
mengatur segala hubungan, baik hubungan antara manusia dengan
Tuhan, hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan
manusia dengan alam lainnya.

Ajaran Islam yang komperehensip tersebut tidak hanya

mengatur dari segi kehidupan manusia, namun Islam telah mengatur



dari seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek pribadi hingga
aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.’

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan
kemashlahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum. Prinsip
dasar tersebut dalam hal ini utamanya ditujukan dalam mgnjamin
hak-hak dasar kemanusiaan.

Dan demokrasi sebagai sistem politik, secara teorits
merupakan sistem yang mampu melembagakan kebebasan manusia
dan menjamin hak-hak dasar manusia untuk mewujudkan
kemashlahatan umum, seperti yang dicita-citakan dan diidealkan
oleh Islam tersebut.”

Sementara agama yang merupakan ajaran normatif dalam
banyak hal, mempunyai singgungan terhadap nilai normatif dari
demokrasi, sehingga interaksi keduanya dapat saling mendukung.
Keberadaan agama dapat menjadi roh dan sekaligus inspirasi bagi
demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan
ajaran demokrasi. Terbukti dengan kehadiran agama yang senantiasa

membawa perombakan pada struktur masyarakat yang dicekam oleh
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kekuasaan yang despotik dan otoritaer, menuju masyarakat baru yang
demokratis.

Dalam sejarahnya, sebagaimana yang disinggung oleh studi
ilmu politk, demokrasi muncul sebagai bentuk reaksi dan
dekonstruksi terhadap sistem sebelumnya yang cenderung totaliter
dan diktator. Kecenderungan tersebut, pada hakekatnya membawa
manusia pada obyek kekuasaan, sehingga harkat dan martabat
ﬁanusia tidak diakui lagi eksistensinya.’

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai
sistem politik atau pemerintahan yang memilki pola relasi kekuasaan
yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat.
Demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip
kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, secara universal demokrasi
didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat.

Tujuan paling hakiki dari demokrasi, dengan demikian
adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak
dasar manusia, baik itu sebagai makhluk individu maupun sebagai

makhluk anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat.
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Selain itu, demokrasi akan mencegah kekuasaan yang otoritarian dan
represif.

Melihat arti hakiki demokrasi diatas, sesungguhnya Islam
secara substansial telah membawa nilai-nilai demokrasi itu sejak
kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan,
melawan penindasan serta membebaskan manusia dari praktek-
praktek politik yang tidak bermoral. Dan substansi ditegakkannya
nilai serta praktek demokrasi adalah sebagai upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan atau kemashlahatan umum.

Demokrasi sebagai pandangan filsafat hidup yang
menjunjung tinggi harkat kemanusiaan merupakan misi Ketuhanan
untuk menyelamatkan kemanusiaan Hal ini sejalan dengan tauhid
yang merupakan ajaran pokok dan asas terpenting dalam Islam.
Doktrin yang terkandung dalam ajaran tauhid, mempunyai implikasi
yang sangat jauh dan essensial dalam mengubah tata sosial, tata
politik dan tata ekonomi yang sudah ada.

Tauhid mengimplikasikan sikap hanya memutlakkan Allah
saja dan menisbikan yang lainnya. Dengan kata lain tauhid
mewujudkan sikap tidak memutlakkan sesama manusia ataupun
sesama mahluk, sehingga kesadaran sebagai sesama manusia dan

sesama mahluk akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan



menghormati dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis dan
demokratis.

Bentuk penerimaan tauhid tersebut dalam pandangan
Nurcholis Madjid adalah untuk melepaskan diri dari belenggu
kekuatan tiranik yang mana merupakan efek dari pembebasan sosial.
Seiring dengan adanya bentuk penerimaan tersebut, maka dengan
sendirinya tertanam suatu sikap untuk menegakkan nilai-nilai
kemanusiaan sebagai manifestasi dari substansi yang terkandung

dalam prinsip dasar demokrasi.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat
dirumuskan masalah tersebut dalam :
1. Bagaimanakah substansi yang terkandung dalam ajaran tauhid dan
demokrasi ?

2. Bagaimanakah relevansi antara Tauhid dan Demokrasi tersebut?

C. Penegasan dan Alasan Memilih Judul
1. Penegasan Judul
Untuk memberikan kejelasan arti terhadap judul yang
diangkat dalam penelitian ini dan agar tidak menimbulkan

persoalan baru ataupun interpretasi yang simpang siur, maka



penegasan secara konkrit merupakan suatau kebutuhan
tersendiri.

«STUDI KORELASI ANTARA TAUHID DAN
DEMOKRASI” adalah judul yaang penulis angkat. SecaraQ/
garis besar ada beberapa istilah kata-kata yang ‘harus diberi
penekanan antara lain sebagai berikut :

a. Studi Korelasi
Penggunaan waktu dan pikiran, Penyelidikan dalam
memperoleh suatu hubungan timbal balik atau sebab akibat.*
b. Tauhid
Tauhid : “Ke-Esaan (Allah), pengetahuan atau ajaran
mengenai ke-esaan Allah, dengan hati, dengan bulat hati,
kuat tauhidnya, tetap teguh kepercayaannya bahwa Allah
hanya satu”.’ Tauhid dalam terminologi ilmu, dibagi menjadi
dua macam, yaitu: Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah.
c. Demokrasi
Demokrasi adalah (bentuk atau) pemerintahan yang

segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan
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wakilnya, bentuk pemerintahan ini dikenal pula dengan
istilah pemerintahan rakyat. Gagasan atau pandangan hidup
yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan
yang sama bagi semua warga negara.®
Dari penegasan judul diatas penulis bermaksud untuk
mencari titik temu antara tauhid dan demokrasi dalam sebuah
korelasi.
2. Alasan Memilih Judul
Dalam memilih judul tersebut, penulis dengan
mendasarkan pada beberapa alasan, diantaranya :

a. Melihat fenomena yang terdapat dalam masyarakat yang
cenderung mengangkat masalah demokrasi kedalam segala
aspek kehidupan, sehingga memaksa masyarakat kepada
suatu kondisi yang membingungkan.

b. Keingintahuan penulis terhadap substansi yang terkandung

dalam ajaran tauhid dan demokrasi.

D. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Berdasarkan atas alasan peneliti memilih judul, maka

tujuan yang ingin dicapai adalah :

®Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonersia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, p. 733



1. Untuk mengetahui substansi yang terkandung dalam ajaran Tauhid
dan Demokrasi
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi antara Tauhid dan

Demokrasi.

E. Sumber Yang Dipergunakan

Dalam rangka memperoleh informasi yang spesifik tentang
permasalahan dan pembahasan, dalam penelitian ini didasarkan pada
riset kepustakaan, yakni data yang diperlukan akan diperoleh dari
buku-buku atau tulisan yang telah dipublikasikan, yang ada
sangkutpautnya dengan obyek permasalahan. Disamping dari buku-
buku tersebut juga dipergunakan sumber dari al Qur’an dan al

Hadits.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Pendekatan
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan filosofis,
yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan
menggunakan data kualitatif melalui sistem pemikiran yang

terarah dan mendalam berdasarkan hukum-hukum berpikir.



2. Metode Pembahasan

1). Metode Deskripsi, peneliti tidak bermaksud menguji
hipotetis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan apa
adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.’

2). Metode Induksi, diadakan analisis data-data pengalaman
human yang konkret dan individual dalam jumlah terbatas.
Kemudian pemahaman yang ditemukan di dalamnya
dirumuskan dalam ucapan umum (generalisasi).®

3). Merode Deduksi, sebaliknya pemahaman umum
(transedental) yang telah ada dan yang diperoleh dari
induksi tadi, memberikan latar belakang kepada data-data,
sehingga arti dan nilai yang sebenarnya dalam data-data
itu dapat menonjol dan menjadi jelas.’

4). Metode Korelasi, diperlukan untuk menjelaskan hubungan

atau relasi dari dua fenomena atau sistem pemikiran.'
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3. Metode Analisis Data
Sebagai penelitian dokumenter, maka metode analisis
yang dapat digunakan dalam penelitian letterer adalah metode
dokumentasi atau disebut juga dengan activity analysis atau
information analysis dan sering juga disebut dengan content
analysis (analisis isi); yakni dengan membandingkan antara
konsep atau teori yang ada dalam satu buku dengan buku lain

dalam bidang yang sama.'’

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat mengenai keseluruhan
pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membahasnya dalam
lima bab berikut sub-bab dan sub-sub-bab secara sistematik sebagai

berikut :

BAB I : Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, penegasan dan alasan memilih judul,

"' Pedoman Teknis Pembuatan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi (pada
fakultas Ushuluddin Surabaya IAIN Sunan Ampel), 1996, p. 22-23



BAB 11

BAB III

BAB 1V

BAB V

tujuan yang ingin dicapai, sumber yang dipergunakan,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan

: Pembahasan Tentang Tauhid

Dalam bab ini akan dibahas pengertian tauhid, latar
belakang munculnya aliran Ilmu Kalam serta pengaruh

Tauhid dalam pemikiran umat Islam.

: Tinjauan Tentang Demokrasi

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian
demokrasi, sejarah dan perkembangannya, kriteira
demokrasi, ciri umum demokrasi, serta macam-macam
demokrasi yang meliputi: prinsip historis/sifat

penyaluran aspirasi dan prinsip ideologis.

: Analisa

: Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup



